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ABSTRACT 

 

ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY ANALYSIS OF VILLAGE BUDGET 

MANAGEMENT (APBDes) REVIEWED FROM THE MINISTER OF HOME AFFAIRS 

REGULATION NUMBER 20 OF 2018  

(Study on the Kesamben Wetan Village Government, Driyorejo District) 

 

This study aims to determine accountability and transparency in the management of the Village 

Revenue and Expenditure Budget (APBDes) of Kesamben Wetan Village, when reviewed from the 

Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018. The research method used is a 

qualitative method with descriptive analysis. The results showed that the Kesamben Wetan Village 

Government in managing village finances (APBDes) was in accordance with the Regulation of the 

Minister of Home Affairs Number 20 of 2018 and could be considered to meet the principles of 

accountability and the principle of transparency because in the process of preparing the village 

program the Village Government also involved residents through village deliberations. However, there 

are still some obstacles in the implementation process, so improvements are needed to improve the 

quality of village independence. 
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ABSTRAK 

 

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ATAS PENGELOLAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI 

DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018 

(Studi Pada Pemerintah Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo) 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kesamben Wetan, bila ditinjau dari Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kesamben 

Wetan dalam mengelola keuangan desa (APBDes) telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 20 Tahun 2018 serta dapat dinilai memenuhi prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi 

karena dalam proses penyusunan program desa Pemerintah Desa juga melibatkan warga melalui 

musyawarah desa. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam proses pelaksanaan, sehingga 

diperlukan adanya perbaikan guna meningkatkan mutu kemandirian desa. 

 

Kata kunci: APBDES, Akuntabilitas, Transparansi, Desa Mandiri 
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PENDAHULUAN 

Desa merupakan lingkup terkecil 

dalam tatanan sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Desa tidak lain 

ialah lembaga otonom dengan adat tradisi dan 

peraturannya sendiri yang mengakar kuat dan 

mandiri dari campur tangan kekuasaan di luar 

lembaga tersebut. Peraturan terkait adanya 

sistem otonomi daerah tercerminkan dalam 

Undang-Undang No. 06 Tahun 2014.  

Pelaksanaan otonomi daerah 

diharapkan akan menjadi jalan bagi 

terbentuknya tata kelola pemerintahan yang 

baik (good governance). Bentuk tata kelola 

pemerintahan yang baik ditandai dengan 

adanya akuntabilitas dan transparansi dalam 

pengelolaan pemerintahan. Hal tersebut 

terjelaskan dengan dikeluarkannya Peraturan 

Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) 

No. 113 Tahun 2014 yang kemudian 

diperbaharui oleh Peraturan Menteri Dalam 

Negeri (PERMENDAGRI) No. 20 Tahun 

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 

bahwa pengelolaan keuangan desa harus 

dilaksanakan dalam hal perencanaan, 

penganggaran, pengelolaan dan pelaporan 

sebagai bentuk pertanggungjawaban 

pemerintah kepada masyarakat.  

Menurut Sujarweni (dalam 

Ramadanis & Ahyaruddin: 2019) 

akuntabilitas merupakan bentuk keharusan 

seorang pimpinan/pejabat/pelaksana untuk 

menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang 

diembannya sudah dilaksanakan sesuai 

ketentuan yang berlaku, akuntabilitas dapat 

diketahui/dilihat melalui laporan tertulis 

bersifat informatif dan transparan. Sedangkan 

transparansi bermakna keterbukaan suatu 

organisasi atau entitas dalam memberikan 

informasi yang terkait dengan kegiatan 

pengelolaan sumber daya publik kepada 

pihak-pihak pemangku kepentingan. 

Mengingat fakta yang ada 

berdasarkan hasil tinjauan awal peneliti, 

dimana terdapat beberapa warga setempat 

yang belum memiliki wawasan, pengetahuan, 

dan pemahaman terkait APBDes hingga 

bagaimana proses pengelolaannya menjadikan 

warga memiliki rasa percaya tidak percaya 

terhadap kinerja pemerintah Desa Kesamben 

Wetan atas pengelolaan keuangan desa. 

Penerapan prinsip transparansi oleh 

Pemerintah Desa Kesamben Wetan pun hanya 

mengandalkan banner Laporan Realisasi 

APBDes yang terkadang belum update sesuai 

dengan tahun anggaran berjalan. Hal-hal 

tersebut dapat mencerminkan bagaimana 

aktualisasi dan kinerja Pemerintah Desa 

Kesamben Wetan dalam menegakkan prinsip 

akuntabilitas serta transparansi dalam 

mengelola keuangan desa khususnya pada 

pengelolaan APBDes. Sebab itu, peneliti 

tertarik untuk mengeksplorasi dan mengkaji 

lebih jauh bagaimana tata kelola Pemerintah 

Desa Kesamben Wetan dalam pengelolaan 

APBDes. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

Akuntansi Sektor Publik 

Akuntansi Sektor Publik merupakan 

salah satu fokus keilmuan pada bidang  

akuntansi. Esensi akuntansi sektor publik 

telah banyak didefinisikan oleh beberapa ahli 

diantaranya : 

a) Mardiasmo (2018) dalam bukunya 

menerangkan bahwa akuntansi sektor 

publik berhubungan erat dengan 

penerapan dan perlakuan akuntansi pada 

domain publik. Secara kelembagaan, 

domain publik meliputi badan-badan 

kepemerintahan pusat dan daerah.  

b) Menurut Indra Bastian (2014) akuntansi 

sektor publik merupakan mekanisme dan 

teknik akuntansi yang diterapkan pada 

pengelolaan keuangan di lembaga tinggi 

negara beserta departemen di bawahnya.  

c) Halim (2014) mendefinisikan akuntansi 

sektor publik sebagai kegiatan jasa dalam 

menyediakan informasi kuantitatif yang 

bersifat keuangan berdasarkan entitas 

pemerintah. 

Desa 

Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

menerangkan bahwa Desa adalah desa dan 

desa adat atau yang disebut dengan nama lain 

merupakan kesatuan wilayah yang berwenang 

untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 

hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui 

dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Secara etimologis, “desa” berasal dari 

bahasa Sansekerta yakni “dhesi” yang 

memiliki arti tanah kelahiran. Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desa ialah 

suatu kesatuan wilayah yang dihuni sejumlah 

keluarga yang memiliki sistem pemerintahan 

tersendiri (dipimpin oleh kepala desa).  

Pemerintahan Desa 

Pemerintahan desa ialah wujud 

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat desa dalam sistem 

kepemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Sedangkan, pemerintah desa itu 

sendiri yakni Kepala Desa atau yang disebut 

dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa di 

atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 Pasal 23 dan Pasal 27. 

Berdasarkan pasal 23 dan pasal  27 

dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, 

seorang kepala desa wajib menyampaikan 

keterbukaan atas informasi-informasi terkait 

penyelenggaran pemerintahan kepada 

masyarakat sebagai cerminan atas tanggung 

jawab ketertiban penyelenggaraan 

pemerintahan, kepentingan umum dan 

akuntabilitas untuk meningkatkan rasa 

percaya masyarakat desa. 

  



5 

 

 

JEA17 
JURNAL EKONOMI AKUNTANSI, Hal 0-0 

E-ISSN 2527-3264 
Volume 0.  Nomer 0.  Bulan Tahun 

Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa (APBDes) 

Anggaran menurut Mardiasmo 

(2018:75) merupakan pernyataan mengenai 

estimasi kinerja yang hendak dicapai selama 

periode waktu tertentu dan dinyatakan dalam 

ukuran finansial, sedangkan penganggaran 

merupakan metode untuk mempersiapkan 

suatu anggaran. Sedangkan dalam, Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan 

Nomor 2 (dua) menyebutkan bahwa anggaran 

merupakan pedoman tindakan yang akan 

dilaksanakan pemerintah meliputi rencana 

pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan 

dalam satuan rupiah, serta disusun menurut 

klasifikasi tertentu secara sistematis untuk 

satu periode. Di sisi lain definisi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 

termuat dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 20 Tahun 

2018 dan mengacu pada Peraturan Daerah 

Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2016, 

mendefinisikan APBDes sebagai rencana 

keuangan tahunan pemerintahan desa dan 

sebagai dasar pengelolaan keuangan desa 

dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai 

tanggal 1 Januari hingga 31 Desember.  

Akuntabilitas 

Akuntabilitas dalam 

menyelenggarakan sistem pemerintahan, 

terkhusus pada pemerintahan daerah amatlah 

penting sebagai kewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan pengelolaan dan 

pelaksanaan pemerintahan daerah guna 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Menurut Sholeh (2015) dalam Nani, dkk 

(2019) menjabarkan prinsip akuntabilitas 

ialah asas dan prinsip yang menentukan 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan 

desa agar dapat dipertanggungjawabkan 

sesuai undang-undang kepada masyarakat.  

Terwujudnya akuntabilitas 

merupakan tujuan utama dalam organisasi 

publik salah satunya dalam sektor 

kepemerintahan daerah/desa. Sebab, apabila 

akuntabilitas telah terwujud didalamnya maka 

dapat diartikan bahwa suatu organisasi telah 

mampu menjaga kepercayaan masyarakat 

serta mampu membentengi diri dari pola 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). 

Transparansi 

Konsep transparansi menurut 

pendapat Meijer dalam Ersi, dkk (2018:3) di 

dalam konsep transparansi mengandung 

unsur-unsur pengungkapan (disclosure) serta 

penyediaan informasi yang memadai juga 

mudah diakses oleh para pemangku 

kepentingan. Penerapan konsep transparansi 

merupakan suatu inisiatif yang dalam artian 

suatu organisasi termasuk pemerintah 

daerah/desa harus mengambil inisiatif untuk 

melakukan pengungkapan segala hal penting 

yang menjadi unsur penentu dalam 

pengambilan keputusan oleh pemangku 

kepentingan. Sedangkan Tahir dalam Alfa 

Zikri (2021:141-156) mengemukakan 4 
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(empat) prinsip transparansi yang dapat 

diimplementasikan dalam kerja organisasi 

sektor publik.  

Dengan kata lain, bahwa suatu 

organisasi dikatakan transparan, terkhusus 

dalam sistem kepemerintahan desa jika 

organisasi atau lembaga tersebut telah mampu 

memenuhi dan mentaati semua peraturan 

terkait dengan benar, serta proses 

penyampaian informasi kepada masyarakat 

terlaksana dan tersampaikan dengan baik. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian 

ini menggambarkan keadaan terkait dengan 

akuntabilitas serta transparansi pengelolaan 

anggaran pendapatan dan belanja desa 

(APBDes) pada sistem kepemerintahan desa. 

Penelitian ini merupakan usaha pembuktian 

kesesuaian implementasi pengelolaan 

APBDes dengan Peraturan Perundangan yang 

berlaku. Segala informasi dari penelitian ini 

diperoleh dari Pemerintah Desa Kesamben 

Wetan. Dengan tempat penelitian yakni Desa 

Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo 

Kabupaten Gresik. Penelitian dilaksanakan 

pada bulan Maret hingga Juni 2022.

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penetapan nama Desa Kesamben 

Wetan bermula dari adanya seorang 

pemimpin desa sekaligus pemuka agama 

bernama Kyai Haji Abdul Fatah yang 

berkediaman di wilayah RT 09 RW 02 

Desa Kesamben Wetan. Disekitaran 

lokasi tersebut terdapat banyak 

tumbuhan pohon Kesambi (Pohon 

Trenggili). Karena banyaknya tanaman 

Kesambi ini, masyarakat setempat 

sepakat menamakan Desa dengan nama 

“Kesamben”. Sedangkan, kata kedua 

dari nama desa diambil dari letak posisi 

desa yang berada di wilayah timur 

(Dalam Bahasa Jawa yakni Wetan). 

Hasil dari penggabungan dua kata 

tersebut menjadi nama untuk sebuah 

desa yakni “Kesamben Wetan”. Desa 

Kesamben Wetan dipimpin oleh Kepala 

Desa bernama H. Husnul Khuluq S.E, 

dengan visi yang dibawanya yakni 

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah 

Desa yang Efektif, serta Masyarakat 

yang Agamis, Kreatif dan Inovatif 

Menuju Desa yang Mandiri”, dengan 

dibantu oleh Sekretaris Desa, M. Qodim 

beserta jajaran struktural lainnya. 

Desa Kesamben Wetan jika 

dilihat dari kondisi geografisnya, desa ini 

terletak di wilayah paling Selatan 

Kabupaten Gresik. Memiliki luas 

wilayah sebesar 371,28 Hektar yang 
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secara administratif terbagi menjadi 2 

(dua) Dusun, dengan jumlah 14 RT 

(Rukun Tetangga) dan 2 RW (Rukun 

Warga). Ditilik dari sisi demografis, 

Desa Kesamben Wetan terdiri atas 6.131 

jiwa dan 1.761 KK (Data Penduduk Desa 

Per. Agustus 2019). Sebagian besar 

masyarakat desa bermata pencaharian 

sebagai petani dan sisanya sebagai 

pekerja swasta, baik berwiraswasta 

ataupun sebagai pekerja pabrik 

(karyawan). 

Analisis Prinsip Akuntabilitas 

Pengelolaan APBDes Ditinjau dari 

Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 20 Tahun 2018 

Mengacu pada Peraturan Menteri 

Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 

20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa, penilaian atau indikator 

akuntabilitas dapat ditinjau dengan 

beberapa tahapan dalam proses 

pengelolaannya yakni : 

1. Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan ialah 

langkah awal bagi aparat desa untuk 

menentukan tujuan dan langkah 

dalam proses menyusun serta 

mengelola dana APBDes. 

Berdasarkan pada pernyataan Kepala 

Desa Kesamben Wetan tahap 

perencanaan pengelolaan APBDes 

dimulai dengan mengadakan rapat 

antar perangkat, kemudian 

dilanjutkan dengan musyawarah desa 

(MUSDES). Dalam proses 

musyawarah ini, perangkat desa 

Kesamben Wetan mengumpulkan 

aspirasi masyarakat terkait 

kebutuhan wilayahnya, yang 

kemudian akan dipilah kembali oleh 

pemerintah desa kebutuhan mana 

yang akan menjadi prioritas dalam 

pembangunan. Partisipasi 

masyarakat dinilai aktif dalam proses 

penyusunan APBDes dan 

pembangunan desa. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan erupakan 

langkah lanjutan dari tahap 

perencanaan. Dalam tahap ini, 

pemerintah desa Kesamben Wetan 

mengajukan Rencana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja desa 

(RAPBDES) yang berisikan rencana 

keuangan pemeritahan desa dalam 

satu tahun anggaran. Pada tahap 

pelaksanaan, BPD memiliki peran 

aktif untuk mengesahkan RAPBDes 

tersebut menjadi APBDes tahun 

anggaran berjalan. Mekanisme tahap 

pelaksanaan merupakan tanggung 
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jawab seluruh perangkat desa, mulai 

dari pembuatan hingga persetujuan 

penetapan APBDes oleh BPD. Pada 

prosesnya, dalam penyusunan hingga 

pengesahan APBDess dilaksanakan 

oleh sebuah tim bernama Panitia 

Sembilan diketuai oleh Sekretaris 

Desa dan pihak LKMD/LPMD 

sebagai wakilnya. 

Adapun dalam pengambilan 

keputusan pada tahap pelaksanaan, 

dilakukan berdaasarkan Peraturan 

Bupati (PERBUP) yang berlaku, 

PERBUP memiliki peran sebagai 

penyaring dalam proses menentukan 

plot-plot dana yang akan digunakan. 

Kemudian, akan ditunjang oleh 

peraturan-peraturan lain dalam 

prosesnya. 

3. Tahap Penatausahaan 

Tahap penatausahaan 

dilakukan oleh Kaur Keuangan 

(Bendahara Desa), dengan cara 

mencatat setiap penerimaan dan 

pengeluaran dalam Buku kas Umum 

(BKU) yang ditutup setiap akhir 

bulan. Kaur Keuangan juga wajib 

membuat buku-buku pembantu BKU 

seperti, buku pembantu pajak, buku 

pembantu bank, dan buku pembantu 

panjar. Buku Kas Umum ini nantinya 

akan dilaporkan paling lambat setiap 

tanggal 10 (sepuluh) bulan 

berikutnya, kemudian Sekretaris 

Desa akan memverifikasi, 

mengevaluasi, serta menganalisis 

laporan tersebut dan hasilnya akan 

disampaikan pada Kepala Desa 

untuk mendapat persetujuan. 

Struktur mekanisme tahap 

penatausahaan yakni pertama, 

Bendahara Desa akan membuat Surat 

Permintaan Pembayaran (SPP), 

kemduian Bendahara Desa 

melakukan pencairan dana pada 

Bank yang ditunjuk oleh Pmerintah 

Kabupaten, dan membuat Surat 

Pertanggungjawaban (SPJ) atas 

penggunaan dana-dana tersebut 

sebagai tahapan akhir mekanisme. 

4. Tahap Pelaporan dan 

Pertanggungjawaban 

Tahap pelaporan menurut 

Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan 

bahwa Kepala Desa wajib 

menyampaikan laporan pelaksanaan 

APBDes semester pertama kepada 

Bupati/Walikota melalui Camat. 

Laporan tersebut memuat dua hal 

yakni terkait Laporan Pelaksanaan 

APBDes, dan Laporan Realisasi 
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Kegiatan. Yang kemudian, 

Bupati/Walikota menyampaikan 

laporan tersebut kepada Menteri 

melalui Dirjen Bina Pemerintahan 

Desa. Pemerintah Desa Kesamben 

Wetan melakukan pencatatan pada tahap 

pelaporan dalam kurun waktu 1 (satu) 

bulan setelah pelaksanaan kegiatan. 

Mekanisme tahap pelaporan oleh 

pemerintah desa Kesamben Wetan 

berjalan dengan baik. Dapat dilihat 

dalam prosesnya, tim pelaksana kegiatan 

diminta untuk membuat langsung 

laporan pelaksanaan oleh Sekretaris 

Desa selaku penanggungjawab 

pengelolaan APBDes, hal ini bertujuan 

agar tidak terjadi penumpukan berkas-

berkas yang nantinya akan menjadi 

kendala tersendiri saat pencatatan 

pelaporan kegiatan. Aparat desa 

mengandalkan bantuan software Sistem 

Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam 

proses entri data kegiatan dan 

keuangannya, sehingga dalam hal ini 

dapat membantu kinerja dan efisiensi 

waktu dalam melaporkan realisasi 

kegiatan yang terlaksana. 

Berlanjut pada tahap 

pertanggungjawaban yang dilaksanakan 

oleh pemerintah desa Kesamben Wetan. 

Pemerintah desa Kesamben Wetan 

melaksanakan tahap ini dengan cara 

membuat STPJM (Surat 

Pertanggungjawaban Mutlak) dan 

mengumpulkan sekaligus menyimpan 

bukti-bukti transaksi sebagai faktor 

pelengkap atas dokumen STPJM 

tersebut. Tahap pertanggungjawaban 

jika dilihat dari sudut Kaur Keuangan, 

pada tahap ini Kaur Keuangan membuat 

Laporan Realisasi penggunaan anggaran 

sebagai bentuk pertanggungjawaban 

dengan dilengkapi oleh berkas 

pendukung lainnya. 

Analisis Prinsip Akuntabilitas 

Pengelolaan APBDes Ditinjau dari 

Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 20 Tahun 2018 

Lembaga pemerintah dapat disebut 

transparan apabila telah memenuhi 

beberapa kriteria penerapan prinsip 

transparansi, adapun dalam hal ini 

dijelaskan hasil analisa sebagai berikut : 

a. Terdapat akses informasi bagi 

masyarakat mengenai pengelolaan 

keuangan desa. 

Implementasian kriteria 

pertama oleh pemerintah desa 

Kesamben Wetan dalam mewujudkan 

prinsip transparansi, yakni dengan 

mencetak papan pemberitahuan 

berupa baliho/banner mengenai 

realisasi kegiatan dan dana APBDes. 

Papan tersebut diletakkan ditempat 

terbuka, tepatnya di halaman kantor 



10 

 

 

JEA17 
JURNAL EKONOMI AKUNTANSI, Hal 0-0 

E-ISSN 2527-3264 
Volume 0.  Nomer 0.  Bulan Tahun 

desa agar masyarakat dapat 

mengetahui serta membaca informasi 

dengan mudah. 

b. Terdapat informasi rinci dan tepat 

mengenai jumlah dana APBDes. 

Implementasian kriteria 

kedua, pemerintah desa Kesamben 

Wetan telah menuliskan rincian 

terkait kegiatan dan anggaran 

keuangan secara lengkap. Dengan 

format penulisan sesuai dengan yang 

disyaratkan dalam PERMENDAGRI 

No. 20 Tahun 2018, meliputi : 

Laporan realisasi APBDes, Laporan 

realisasi kegiatan yang belum selesai 

dan/atau tidak terlaksana, Sisa 

anggaran, dan Alamat pengaduan. 

c. Keterbukaan proses pelaksanaan 

pengelolaan keuangan desa. 

Keterbukaan proses 

pelaksanaan pengelolaan keuangan 

desa dalam hal ini APBDes, 

pemerintah desa Kesamben Wetan 

telah melaksana dan menerapkan 

proses keterbukaan. Dibuktikan pada 

saat musyawarah desa, pemerintah 

desa Kesamben Wetan 

mengumpulkan masukan dari warga 

setempat terkait pembangunan dan 

perbaikan infrsatruktur ataupun 

kegiatan desa sebagai bahan dalam 

musyawarah desa. Dengan partisipasi 

Ketua BPD di dalamnya, memberikan 

gambaran atas keterbukaan proses 

pengelolaan APBDes. 

d. Terdapat pengawasan masyarakat dan 

lembaga pemerintahan lain. 

Proses pengawasan 

penyusunan dan pengelolaan APBDes 

dilakukan oleh beberapa tokoh 

agama, tokoh masyarakat seperti RT 

dan RW, LPMD, dan Ketua Tim 

Penggerak PKK. Sebelum 

melaksanakan musyawarah desa, 

pihak pemerintah desa Kesamben 

Wetan mengundang tokoh-tokoh dari 

berbagai lembaga untuk turut serta 

dalam proses diskusi penyusunan 

kegiatan dan penganggaran keuangan 

desa. 

Atas dasar keempat kriteria di atas, 

dapat dinilai bahwa pelaksanaan dan 

penerapan prinsip transparansi dalam 

pengelolaan keuangan desa (APBDes) 

oleh pemerintah desa Kesamben Wetan 

telah dijalankan dengan baik sesuai 

pedoman peraturan yang berlaku. Akan 

tetapi, masih terdapat beberapa kendala 

teknis dalam proses pengelolaan keuangan 

desa (APBDes) seperti lemahnya jaringan 
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wifi, perbaikan sistem  SISKEUDES, serta 

keterlambatan pencairan dana dari pihak 

Pemerintah Kabupaten. Serta dalam 

proses penelitian terdapat beberapa 

keterbatasan yakni, peneliti tidak dapat 

mengakses semua hal secara menyeluruh  

yang berkaitan dengan dana APBDes dan 

pemanfaatan waktu penelitian yang 

kurang efektif efisien sebab dilaksanakan 

saat jam kerja berlangsung.
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Bendahara Desa, serta Bapak 

Sumandri selaku Kaur 
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komunikasi peneliti dengan 
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penulisan karya ini 
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dalam proses penelitian dan 

penyusunan tugas akhir 

peneliti. 

 

SIMPULAN  

Berdasarkan pada hasil dan 

pembahasan penilitian, dapat disimpulkan 

bahwa, Pertama, penerapan prinsip 

akuntabilitas dan prinsip transparansi atas 

pengelolaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDes) telah diterapkan 

oleh Pemerintah Desa Kesamben Wetan 

sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Kedua, 

masih terdapat beberapa kendala perihal 

teknis yang perlu perbaikan kelanjutan. 

Ketiga, meski telah dikatakan sebagai 

Desa Mandiri, akan tetapi masih ada 
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beberapa infrastruktur desa yang 

memerlukan perbaikan kembali.  

Disamping itu, peneliti memiliki 

harapan bahwa dengan adanya penelitian 

ini dapat menambah wawasan juga 

pengetahuan yang lebih mengenai 

penerapan prinsip akuntabilitas dan 

prinsip transparansi pada sektor publik 

khususnya pada lingkup Pemerintahan 

Desa, juga adanya penelitian ini dapat 

dijadikan bahan pertimbangan dan 

masukan bagi Pemerintah Desa Kesamben 

Wetan dalam proses mewujudkan tata 

kelola pemerintahan yang baik. 

 

SARAN 

Berdasarkan atas simpulan yang 

telah diuraikan, maka peneliti dapat 

mengajukan saran yang berhubungan 

dengan penelitian bagi Pemerintah Desa 

Kesamben Wetan yakni, Pertama, 

pemerintah desa Kesamben Wetan agar 

tetap memperluas akses informasi dengan 

emmanfaatkan web SIDESA yang telah 

ada. Kedua, menggunakan wifi booster 

sebagai solusi atas lemahnya jaringan 

wifi. Ketiga, terkait perbaikan 

infrasturktur, agar pemerintah desa 

Kesamben Wetan dapat mengalokasikan 

kembali dan memanajemen secara 

seksama. Keempat, bagi peneliti di masa 

mendatang hendaknya belajar dengan 

lebih tertata, kritis, dan taktis agar dapat 

memanfaatkan semua dengan baik atas 

semua hal yang digunakan dalam proses 

penelitian. 
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